BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ |3¢ /2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS |
RISIKO DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL

Menimbang:

Mengingat:

dan HAM S,

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor
37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Non perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Aceh Singkil, perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non
Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Danpelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Danpelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Singkil; ‘

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang |
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 24);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
nomor 112, tambahan Ilembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor |

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor
221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);
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11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telaH
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 202 1
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
128);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 04);

13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 272);

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 273);

15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2,Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 1095);

16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4
Tahun 2016 tentangPembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten
Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 37 Tahun 2022
tentang Pendelegasian Wewenang  Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non
perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil
(Berita Daerah Kbupaten Aceh Singjil Tahun 2022 Nomor
646);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
ACEH SINGKIL.
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KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Danpelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan
Keputusan Bupati ini.

KEDUA :  Standar Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman
Modal Danpelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh
Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
meliputi: |

kelautan dan perikanan;

pertanian;

lingkungan hidup;

energi dan sumber daya mineral;

perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

transportasi;

kesehatan, obat dan makanan;

pendidikan dan kebudayaan;

pariwisata;dan

ketenagakerjaan.
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KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu dan Diktum Kedua merupakan pedoman
bagi setiap pelaksana pekerjaan dalam menjalani tugas dan
fungsi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil | ‘

pada tanggal 13 A 2023
22 Pomadran 144
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